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A. PEMBAHASAN 

• Perlindungan dan pengelolaan yang baik selalu mensyaratkan pentingnya 

perlindungan dan pemenuhan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. Hal ini juga berarti pentingnya perlindungan dan 

pemenuhan hak akses termasuk akses partisipasi publik. Sebagaimana yang telah 

dimuat dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 dan juga UU No. 32 Tahun 2009. UU 

No. 32 Tahun 2009 memandang bahwa perlindungan pemenuhan hak partisipasi 

publik tidak saja cukup mengingat banyaknya serangan dan fenomena-fenomena di 

mana bentuk gugatan atau kriminalisasi maka perlindungan terhadap akses 

partisipasi dan kebebasan berekspresi penting untuk diatur. Semua ini dibungkus 

dalam pasal 66 yang kita sebut sebagai Anti Strategic Lawsuit Against Public 

Participation (Anti-SLAPP). 

 

• SLAPP bisa saja memiliki berbagai terminologi lainnya. Ia bisa lebih luas dari sekedar 

lawsuit/gugatan, beberapa kali disebut sebagai proses pemidanaan yang tidak layak 

atau yang secara awam kita kenal sebagai kriminalisasi dsb. Namun yang terpenting 

fenomena SLAPP pada dasarnya adalah mengkhawatirkan. Fenomena dimana 

hukum dan mekanisme hukum digunakan untuk menghambat atau mengekang 

partisipasi dan kebebasan berekspresi. Fenomena yang dulu juga dirasakan Prof. 

Pring sekitar 30-40 tahun yang lalu, yang kini sejak 1 dasawarsa yang lalu juga sering 

terjadi di Indonesia. Fenomena dimana ada potensi atau bahkan situasi nyata 

penghambatan terhadap partisipasi publik dan kebebasan berekspresi. padahal, 

syarat agar pengelolaan hidup semakin baik adalah partisipasi publik yang baik pula 

dalam arti sampai pada tingkat yang maksimal.  

 

• Mayoritas kita disini berlatar belakang hukum atau setidak-tidaknya berkecimpung di 

dunia hukum. Kita sama-sama tahu bahwa hukum itu memiliki keterbatasan bisa dari 

norma maupun prosedur sampai praktik di lapangan. Namun mengingat fenomena 

SLAPP yang terjadi dan UU kita khususnya UU Lingkungan sudah membuka jalan 

untuk itu, maka gagasan untuk mencari terobosan penting dan harus dilakukan 

sesegera mungkin. 

 

• ICEL mengapresiasi DPR RI dan KLHK pada saat itu yang sudah memasukan Pasal 66 

ke dalam UU PPLH. Apresiasi juga kepada MA RI yang telah memberikan panduan 

Anti-SLAPP dalam penanganan perkara LH. Apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang 

terlibat dalam diskusi perumusan regulasi Anti-SLAPP. Apresiasi tak terhingga untuk 

masyarakat tingkat tapak dan organisasi masyarakat sipil dan akademisi yang 
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mendorong penerapan Anti-SLAPP, terutama dalam praktik di persidangan. Besar 

harapan kami agar kita bisa menyusun regulasi anti SLAPP yang lebih baik dan 

tentunya praktik di lapangan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, adalah 

sebuah keuntungan bagi Indonesia jika kita bisa memiliki UU partisipasi publik dan 

Anti-SLAPP karena tentunya akan memberikan keuntungan bagi pengelolaan 

lingkungan hidup kita, membuat demokrasi semakin berkembang dan hukum terus 

ditegakkan. Dalam proses tersebut kami pun memandang penting ada pembaharuan 

dalam KUHAP dan juga undang – undang hukum acara perdata kita (HIR/RBG). 

Bapak/Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan bahwa webinar kali ini 

diikuti kurang lebih 250 orang peserta dari unsur Aparat Penegak Hukum, unsur 

pemerintah, legislatif, dari Civil Society Organization (CSO), dan juga akademisi. 

Akhir kata, besar harapan kami dalam forum ini kita bisa menghasilkan gagasan 

bagi pengelolaan lingkungan hidup yang baik demi kesehatan dan keselamatan 

masyarakat serta ruang hidupnya.   

 

B. POIN PENTING 

1 Perlindungan dan pengelolaan yang baik selalu mensyaratkan pentingnya 

perlindungan dan pemenuhan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

2 SLAPP bisa menghambat atau mengekang partisipasi publik untuk memperoleh 

haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Padahal, syarat agar 

pengelolaan hidup semakin baik adalah partisipasi publik yang baik pula 

dalam arti sampai pada tingkat yang maksimal. 

3 Pembentukan UU partisipasi publik dan Anti-SLAPP akan memberikan 

keuntungan bagi pengelolaan lingkungan hidup, membuat demokrasi semakin 

berkembang dan hukum terus ditegakkan. Di samping itu, perlu ada 

pembaharuan dalam KUHAP dan juga HIR/RBG. 
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A. PEMBAHASAN 

• SLAPP adalah singkatan dari Strategic Litigation Against Public Participation yang 

bersifat pidana maupun perdata terhadap orang/masyarakat yang ingin berperan 

serta dalam pengambilan keputusan pemerintahan/pengelolaan lingkungan hidup. 

Tujuan SLAPP ialah memberikan rasa takut karena adanya gugatan perdata dan 

tuntutan pidana, akibat yang timbul kemudian berupa biaya keuangan (cost) pada 

orang-orang yang melaksanakan haknya untuk berperan serta dalam lingkungan 

hidup. Sehingga SLAPP pada akhirnya bertujuan untuk mematikan dan meniadakan 

peran serta masyarakat yang secara normative sudah diakui keberadaannya karena 

telah ada dasar-dasar hukumnya. 

 

• SLAPP juga merupakan fenomena umum di berbagai negara bahkan di Amerika 

Serikat sebagai sebuah negara dengan demokrasi maju dan rule of law yang relatif 

lebih maju dibandingkan Indonesia. Kita mengadopsi istilah SLAPP dari praktik di 

Amerika yang kebetulan hampir sama artikulasinya dalam bahasa Inggris yang 

artinya “menampar”, yang bermakna mencederai pipi atau wajah seseorang. Dalam 

konteks hukum lingkungan, SLAPP dapat mencederai dan bahkan mematikan 

keberanian orang, warga, atau aktivis lingkungan hidup untuk berperan serta dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. 

 

• Siapa yang sering melakukan SLAPP dan mengapa? Jelas merupakan pelaku usaha 

yang merasa terganggu oleh kegiatan peran serta masyarakat. Hal ini dikarenakan 

pelaku usaha selalu berpikir untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan 

modal sekecil-kecilnya. Dengan adanya hukum lingkungan yang menambah atau 

mengharuskan adanya persyaratan lingkungan hidup maka akan menimbulkan 

bebanbiaya tambahan selain beban buruh dan modal usaha.  Seringkali, mereka 

akan menyiasati untuk menghindari beban biaya tersebut. 

 

• Seringkali pengusaha tidak peduli sesuatu yang belum terjadi, sehingga tidak 

dipertimbangkan oleh mereka dalam melakukan usaha. Kemudian juga kompleksitas 

masalah lingkungan hidup tidak mudah dipahami dan dirasakan. Contohnya ketika 

saya masih di ICEL dan melakukan penelitian di DIY, ada industry bola lampu yang 

menggunakan merkuri, limbahnya dibiarkan mengalir ke bawah dan berdampak 

pada masyarakat yang berada pada 3 kilometer di bawah lokasi usahanya. Ketika 

penduduk yang berada di hilir mempersoalkan, perusahaan menyangkal dengan 
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dalih bahwa warga yang tinggal di sekitar daerahnya tidak merasakan dampak 

apapun dan tidak menolak kegiatan usaha. Disinilah letak kompleksitas masalah 

lingkungan hidup, tidak mudah terlihat karena memang ekosistem itu 

rumit/kompleks.   Kemudian, pelaku usaha juga tidak selalu tinggal di lokasi 

usahanya, sehingga jika ada dampak negatif dari usahanya, Ia tidak dapat 

merasakannya.  Begitu juga pejabat pemerintah yang potensial menjadi pelaku 

SLAPP karena tidak ingin direcoki kewenangannya oleh peran serta masyarakat. 

 

• Peran serta masyarakat yang terjadi baik di Indonesia maupun negara lain, yakni: a) 

melakukan dan menggerakkan demonstrasi menentang rencana kegiatan/usaha, b) 

mengirim surat ke berbagai instansi pemerintah bahwa rencana kegiatan tertentu 

tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalkan tidak 

membuat Amdal padahal kegiatan tersebut wajib Amdal, c) menyatakan pendapat 

secara lisan atau melalui tulisan tentang ketidaksetujuan/penolakan terhadap 

rencana kegiatan/usaha , d) melaporkan kepada berbagai instansi yang berwenang 

bahwa terjadi perubahan kualitas lingkungan hidup sejak berdiri/beroperasinya 

suatu kegiatan usaha di kawasan tempat tinggal pelapor, e) menjadi saksi/ahli dalam 

persidangan, f) menggugat ke pengadilan suatu kegiatan usaha, g) menjadi anggota 

komisi penilaian amdal. Seluruh pihak yang melakukan bentuk partisipasi tersebut 

adalah pihak yang potensial menjadi target SLAPP di Indonesia dan telah ada kasus-

kasus terkait hal tersebut. 

 

• Anti-SLAPP adalah upaya hukum atau pembelaan diri atau jaminan perlindungan 

hukum terhadap orang/warga yang melaksanakan hak peran serta dalam 

pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber hukum Anti-SLAPP 

antara lain: hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi (Pasal 28H UUD 1945), 

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 

2009), hak peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 65 

ayat (3), (4), dan (5) UU No. 32 Tahun 2009), Hak atas informasi (Pasal 65 ayat (2) 

UU No. 32 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 

66 UU No. 32 Tahun 1999).  

 

• Terlepas dari hal tersebut, tantangan yang dihadapi yakni masih adanya gap, Pasal 

66 sudah jelas mengatur mengenai Anti-SLAPP, namun semua itu normatif. Masih 

ada kesenjangan, kongruens dandan ketidaksesuaian antara norma yang begitu kuat 

dengan praktik empiris di Indonesia. Inilah tantangan kita, bagaimana memperkecil 

kesenjangan dan ketidaksesuaian antara norma undang-undang dengan kenyataan 

empiris. Itulah negara hukum, semakin lebar kesenjangan maka bukanlah negara 

hukum. Negara hukum adalah dimana ketentuan normative tampak dalam 

kehidupan nyata, ini pendapat dari Ron Fuhrer. Tantangan berikutnya, para 

warga/aktivis harus hati-hati dan sadar dalam melaksanakan haknya jangan sampai 

melanggar hukum. Jangan sampai merusak fasilitas perusahaan maupun fasilitas 
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publik. Oleh sebab itu, warga sedikit banyak perlu memahami hukum lingkungan 

supaya terhindar dari kemungkinan-kemungkinan. Perlu dilakukan pendidikan publik 

oleh LSM-LSM Lingkungan hidup di daerah-daerah potensi terjadi sengketa-sengketa 

lingkungan hidup. 

 

• MA RI sudah mencanangkan program sertifikasi sejak 2011 meskipun tidak 

diperintahkan oleh UU. Program Pendidikan lingkungan hidup ini lahir dari visi 

pimpinan agar para hakim ikut berperan memastikan berjalannya terwujudnya 

norma-norma lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. 

Tanggung Jawab MA RI melalui para hakim di dua atau tiga lingkungan peradilan 

yaitu di umum, TUN, dan militer untuk menerapkan hukum lingkungan secara umum 

khususnya yang pro Anti-SLAPP. MA RI juga telah menerbitkan SKK MA 36 Tahun 

2013 yang memberikan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup termasuk 

Anti-SLAPP. Saat ini sedang dilakukan revisi karena banyaknya kebijakan atau 

perkembangan baru yang muncul. Kita perlu mengkaji lagi, termasuk 

mengindonesiakan istilah SLAPP misalkan menjadi Tindakan Penyangkalan 

Peranserta Masyarakat (TP3). 

 

 

B. POIN PENTING 

1 Definisi SLAPP: gugatan perdata atau tuntutan pidana terhadap 

orang/masyarakat yang ingin berperan serta dalam pengambilan keputusan 

pemerintahan/pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan memberikan rasa 

takut dan biaya keuangan kepada mereka yang melaksanakan hak untuk 

berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup hingga mematikan peran 

serta masyarakat. 

2 Pelaku SLAPP secara garis besar mencakup: (1) pelaku usaha yang tidak ingin 

bisnisnya terganggu dengan biaya-biaya yang timbul dari perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup (2) pemerintah yang tidak ingin kewenangannya 

diganggu oleh masyarakat. 

3 Kegiatan yang rawan SLAPP yakni: (1) melakukan dan menggerakkan 

demonstrasi menentang rencana kegiatan/usaha (2) mengirim surat ke 

berbagai instansi pemerintah bahwa rencana kegiatan tertentu tidak memenuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) menyatakan pendapat  

 

secara lisan atau melalui tulisan tentang ketidaksetujuan/penolakan terhadap 

rencana kegiatan/usaha berlangsung (4) melaporkan kepada instansi yang 

berwenang bahwa terjadi perubahan kualitas lingkungan hidup sejak 
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berdiri/beroperasi suatu kegiatan usaha di kawasan tempat tinggal pelapor (5) 

menjadi saksi/ahli dalam persidangan (6) menggugat ke pengadilan suatu 

kegiatan usaha (7) menjadi anggota komisi amdal.  
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A. PEMBAHASAN 

• Kalau kita lihat, kejahatan sumber daya alam/lingkungan hidup merupakan 

kejahatan kompleks dan dinamis. Dampaknya sangat serius karena berdampak 

terhadap kesehatan manusia. Kita bisa melihat dampak kebakaran hutan dan lahan 

yang terjadi. Ini tidak menunggu waktu dan langsung dialami oleh korban karena 

mereka menghirup asap yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat. 

 

• Dampak serius juga berkaitan dengan dampak lanjutannya yakni kerusakan ekologis 

dan kerusakan keanekaragaman hayati. Jika kita tidak tangani dengan serius, maka 

akan menimbulkan dampak bencana ekologis maupun kita kehilangan kesempatan 

memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang merupakan modal untuk 

meningkatkan daya saing bangsa ini.  

 

• Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan seringkali berdampak serius pada 

kerugian negara karena potensi pendapatan negara ini menjadi hilang termasuk 

juga banyak beban yang dikeluarkan negara untuk memperbaiki dampak. Kejahatan 

ini mengganggu kewibawaan negara, terhadap dampak kejahatan yang bersifat 

transboundary atau lintas batas, kita mendapat komplain negara-negara tetangga 

maupun negara lain yang terdampak dari kajahatan sumber daya ala mini. 

 

• Kejahatan lingkungan sangat serius karena mengganggu kesehatan, mengganggu 

sumber daya alam, dan daya saing bangsa, menimbulkan kerugian negara bahkan 

kewibawaan negara. Kejahatan ini kompleks karena memiliki banyak aktor dari 

masyarakat, korporasi, dan oknum yang terlibat punya kekuatan politik untuk 

mempengaruhi ataupun terlibat dalam kejahatan ini. Kejahatan juga terorganisir 

tidak hanya nasional tetapi juga transnasional. Contohnya perpindahan limbah B3 

secara ilegal dilakukan aktor transnasional. Kejahatan lingkungan ini berkaitan 

dengan kejahatan yang lain misal illegal logging dan mining, berkaitan dengan 

pencucian uang dan korupsi. Kejahatan ini juga dinamis, modus-modus terus 

berkembang sesuai perubahan teknologi dan lingkungan. Contoh kejahatan 

perdagangan satwa yang dilindungi, kami memonitor dan menindak, perdagangan 

saat ini dilakukan secara online. Pergerakan satwa menggunakan pesawat kargo. Di 

sisi lain penanganan kejahatan juga sangat kompleks dan dynamics, penanganan 

melibatkan banyak kementerian dan lembaga dan banyak aktor. Ada hubungan yg 

sangat erat dalam konteks ini antara penyidik dan penuntut serta proses pengadilan. 

Saat ini peran aktor publik dalam memperjuangkan hak mereka, mereka bisa 

mengambil langkah-langkah termasuk langkah hukum seperti class action atau 
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citizen lawsuit. Semakin meningkatnya aktor publik tentu mereka juga menghadapi 

tantangan dan ancaman. Saat ini sudah terjadi, ini harus ditangani bersama karena 

tidak mungkin ini dilakukan oleh satu lembaga saja.  

 

• Penanganan persoalan yang kompleks ini perlu memperkuat ekosistem penegakan 

hukum dan inovasi yg sistemik. Faktor yang harus didorong pertama yaitu 

pengembangan kebijakan instrumen yang ada untuk memperkuat peran aktor publik 

dalam upaya penegakan hukum. Kedua, perlu memperkuat pengelolaan sumber 

daya manusia Aparat Penegakan Hukum agar penegakan hukum dilakukan secara 

profesional, responsif dan inovatif, pengambilan keputusan mampu menghadapi 

dinamika yang ada yg cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Inisiatif MA 

RI untuk memperkuat sistem peradilan dengan peningkatan kapasitas peradilan 

terutama mendorong sertifikasi hakim lingkungan untuk memperkuat kapasitas 

penyidikan, penuntutan, advokasi serta amicus curiae. Selain itu perlu dikembangkan 

sistem tata kelola dan kelembagaan. Dalam tata kelola terus mendorong pelibatan 

publik baik dalam konteks partisipasi publiknya maupun pelibatan publik untuk 

memberikan masukan perlu didorong bersama-sama. Keinginan kita untuk 

memperkuat peran ataupun partisipasi publik dalam upaya penegakan hukum 

lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan maka partisipasi publik 

khususnya yang kita perkuat atau kita lindungi partisipasinya melalui Anti-SLAPP ini 

sangat penting dan urgent karena semakin hari kesadaran publik untuk terlibat 

secara aktif untuk memperjuangkan hak mereka semakin meningkat. Di sisi lain, kita 

juga menyadari adanya hambatan dan tantangan maupun perlawanan dari para 

pihak yang tidak menginginkan tindakan mereka yang sebenarnya sangat 

mengganggu lingkungan terganggu oleh partisipasi publik yang memperjuangkan 

hak publik ini. Kita perlu memperkuat ekosistem penegakan hukum termasuk 

mendorong inovasi sistemik. Inovasi ini sangat terkait satu sama lain. inovasi yang 

dikembangkan oleh MA RI berpengaruh ke KLHK termasuk inovasi lembaga lain 

seperti teman-teman CSO/NGO. 

 

• Untuk membangun partisipasi publik yang kuat, kita punya modalitas komitmen 

politik yang sudah melakukan amandemen UUD 1945 untuk melindungi hak 

memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Disamping itu juga, ini kesempatan yg 

besar untuk masyarakat lebih aktif lagi. kita punya UU perlindungan lingkungan 

hidup yang menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berperan langsung dan 

seluas - luasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ini juga ada instrumennya 

misalkan Pasal 66 tentang Anti-SLAPP yang merupakan komitmen negara untuk 

melindungi para pejuang lingkungan. Di samping itu perkembangan hukum kita 

diberi ruang untuk melindungi orang-orang yg memperjuangkan hak lingkungan yg 

baik dan sehat. misalkan Pasal 76 ayat (1) UU P3H yang memberikan perlindungan 

khusus oleh pemerintah bagi whistleblower atau saksi serta perlindungan untuk tidak 

dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. 
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• Beberapa kasus yang terkait SLAPP yang terjadi belakangan ini adalah adanya proses 

pidana dan perdata yang dilakukan oleh pihak tertentu yang dilakukan baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan memanfaatkan 

kelemahan atau ketidaktahuan pejuang lingkungan. Ada kasus di mana masyarakat 

yang memperjuangkan hak mereka, digugat atau dipidanakan karena mereka tidak 

paham apa yang mereka lakukan. Apakah perbuatan mereka menimbulkan celah 

untuk SLAPP? Objek SLAPP beragam melingkupi aktivis, korban, ahli, APH. Contoh 

kasus konkritnya misalnya yang terjadi di Bangka Belitung. Selain itu terdapat pula 

aktivis, termasuk apparat penegak hukum yang menghadapi hambatan-hambatan 

dalam upaya-upaya penegakan hukum. Beberapa celah yang digunakan terkait 

pemalsuan surat, perusakan, pencemaran nama baik dan penyalahgunaan 

wewenang. Hal ini tentu harus ditangani bersama-sama agar pada masyarakat, 

aktivis, maupun kelompok-kelompok masyarakat ini dalam perjuangan hak mereka 

tidak dapat dikenai SLAPP. Kita mencoba membantu mereka memhami hal-hal yang 

dapat menjadi celah pintu masuk untuk melakukan SLAPP. 

 

• Beberapa kasus antara lain gugatan perdata Dr. Basuki Wasis (2018), gugatan 

perdata Prof. Bambang Hero S. (2018), dan kasus pidana masyarakat Kenanga 

Bangka (2020). 

 

• Langkah ke depan yang harus dilakukan antara lain: (1) Perlu memulai sosialisasi 

dan edukasi publik baik kesadaran hukum dengan paralegal sehingga tidak 

membuka ruang untuk mengenakan SLAPP terhadap mereka. Harapannye mereka 

juga dapat memahami potensi dampak dan risiko hukum yang diambil dari langkah-

langkah mereka. Menurut kami langkah-langkah ini perlu dilakukan dengan 

memberikan pemahaman kesadaran pada masyarakat maupun kelompok 

masyarakat, (2) Perlu mengeluarkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga baik 

penyidik, jaksa, dan pihak-pihak lainnya agar memiliki pemahaman yang sama 

tentang SLAPP sehingga hak masyarakat bisa terlindungi dengan baik karena aparat 

penegak hukum memahami SLAPP. Hal ini mengingat penegakan huum merupakan 

pekerjaan yang sangat kompleks yang sangat terkait satu dengan lainnya. Sebagai 

penyidik, kami mendorong teman-teman kami untuk melihat kasus mana yg 

ditangani agar tidak terjadi persoalan SLAPP dalam tindakan kita. (3) Melakukan 

penyusunan dasar hukum perlindungan dari SLAPP namun pada level apa dasar 

hukum ini baiknya? Apakah dalam level peraturan Menteri atau lembaga atau dalam 

level Peraturan Pemerintah? Hal ini perlu didiskusikan bersama-sama, karena pintu 

masuk SLAPP bermacam-macam, bisa dari penyidik, maupun tingkat proses hukum 

lainnya. Kemudian perlu juga penyusunan aturan operasional dan peningkatan 

kapasitas penegak hukum tentang Anti-SLAPP. Hal ini telah kami coba lakukan di 

internal. Kami coba jelaskan mengenai pasal Anti SLAPP kepada penyidik, termasuk 

aparat penegak hukum lainnya dalam koordinasi kami. Saya pikir ini dapat menjadi 
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bahan pengantar kita. Pemikiran kami berkaitan akan bagaimana upaya kita dalam 

mendorong kebijakan dan penerapan kebijaka terkait dengan Anti SLAPP. 

 

B. POIN PENTING 

1 Kejahatan SDA/Lingkungan merupakan masalah yang kompleks karena:  

a) berdampak langsung terhadap manusia; 

b) menyebabkan kerusakan ekologis; 

c) kehilangan memanfaatkan SDA sebagai modal bangsa; 

d) menjadi beban biaya negara untuk memulihkan dampak;  

e) menghilangkan wibawa negara dalam hal terjadi kejahatan transboundary; 

f)  melibatkan banyak aktor termasuk aktor transnasional; 

g) terkait dengan kejahatan lainnya seperti pencucian uang dan korupsi; 

h) modus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. 

2 Perlu memperkuat ekosistem penegakan hukum dan inovasi yg sistemik. Faktor 

yang harus didorong: 

a) Pengembangan kebijakan instrumen yang ada untuk memperkuat peran 

aktor publik dalam upaya penegakan hokum; 

b) Memperkuat pengelolaan sumber daya manusia Aparat Penegakan Hukum 

agar penegakan hukum dilakukan secara profesional, responsive dan 

inovatif, pengambilan keputusan mampu menghadapi dinamika yang ada 

yg cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c) Pengembangan sistem tata kelola dan kelembagaan. Dalam tata kelola 

terus mendorong pelibatan publik di berbagai segi dan proses dan juga 

koordinasi antar lembaga. 

3 Kasus SLAPP memanfaatkan celah ketidaktahuan pejuang lingkungan dengan 

dalil seperti pemalsuan surat, perusakan, pencemaran nama baik dan 

penyalahgunaan wewenang. 

4 Langkah ke depan yang harus dilakukan antara lain:  

a) Perlu memulai sosialisasi dan edukasi publik sehingga tidak membuka 

ruang untuk mengenakan SLAPP terhadap mereka; 

b) Perlu kerjasama dan koordinasi antar lembaga baik penyidik, jaksa, dan 

pihak-pihak lainnya agar memiliki pemahaman yang sama tentang SLAPP; 

c) Melakukan penyusunan dasar hukum perlindungan dari SLAPP serta 

aturan operasional dan peningkatan kapasitas penegak hukum tentang 

Anti-SLAPP. 
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5  Perlu untuk mendiskusikan dasar hukum terkait Anti-SLAPP apakah cukup 

dalam level peraturan Menteri atau lembaga atau perlu dalam level yang lebih 

tinggi seperti Peraturan Pemerintah 
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NARASUMBER:  

01.  Prof. George (Rock) Pring 
Professor of Law Emeritus, University of Denver Sturm College of Law 
 

A. PEMBAHASAN 

• What are SLAPPs? in 1984, Sociology Professor Penelope Canan and I found that we 

had a shared interest which at first called intimidation lawsuits. as an environmental 

attorney, I was finding the table being turned on my environmental plaintiffs by 

polluters and government officials suing them. Penelope found herself and her 

university threatened with a lawsuit for criticizing a government funded research 

program. So, back in the 1980s, we realized people were being sued/threatened just 

for talking to the government, their government, testifying in a government hearing or 

writing about a government project or filing a public interest non-monetary lawsuit 

against the government. In 1984, we looked at the narrowest definition of this problem 

and lawsuit against petitioning for government action and the reason we did that is 

the US constitution, it has free speech provision and your constitution in Indonesia has 

it too and any other countries as well. Ours has an additional special free speech 

protection for speaking one’s views to government or government official. we call it 

the right to petition government. it is the basis for public participation in government 

issues.   

 

• In 1988, we gave these lawsuits their name: Strategic Lawsuit against Public 

Participation (SLAPP) in government and public affairs or petitioning the government 

and public affairs. These lawsuits are not your normal off-the-mill lawsuits, they are 

strategic and they are unfortunately against public participation. In 1996 we wrote the 

first book on SLAPPs. It produces much national and international awareness on 

SLAPPs. Today, in 2021, we use a much broader definition. A SLAPP is four things: (1) 

it’s a civil, criminal or administrative lawsuit or counterclaim (2) against individuals, 

organizations, even other businesses (3) because of their public participation in 

government through exercising their rights of free speech, association, assembly, etc. 

(4) on an issue of public interest/public concern.  

 

• In the 1980s, by the generous grant from The United States Government and National 

Science Foundation, we started the political litigation project at University of Denver. 

Through law and society studies we researched hundreds of cases, we interviewed 

hundreds of people across the country, we interviewed both the SLAPPers and 

targets/victims. We discovered all SLAPPs are basically the same despite their 

appearances. We keep that in mind they’re much easier to deal with.  
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• Here are some examples of SLAPPs: (1) Reporting a violation of law to government 

authorities (national, state or local authorities) can get you SLAPPed. (2) complaining 

about the pollution in your community (3) Protesting land, very common (4) Criticizing 

government officials or business operation that’s definitely can provoke a SLAPP (5) 

criticizing existing laws (6) Lobbying for new laws (7) Testifying in court or at a 

government’s hearing (8) Reporting a government’s official misconduct which proven 

to be true (9) Urging people to vote (10) Filing a non monetary law reform type lawsuit 

(11) Reporting the news or social medias or phamplets, online restaurant reviews can 

get you SLAPPed (12) Filing reports with government or human rights officials and 

frankly any public speech critical of business or governments or things. all of these are 

the lifebloods of the good government. Good government has to hear from the 

governance and the government needs to represent all the people.  

 

• Next questions, who are the fillers? As Prof. Rahmadi reminded us in our very first 

session, businesses. what we found in our country was about 3 quarters or 75% of all 

SLAPPers are filed by business interest. Its not always big business goliath suing the 

little david. Sometimes its little david suing big goliath, i.e. Tiny logging company files 

a lawsuit against the giant Sierra Club Environmental Group. Number 2 is the 

government itself, they filed 1 out of every 4 SLAPPs.  

 

• Who do? Police, elected officials, ministries or even tax collectors SLAPPed their critics 

in court. Who are the targets? what we found is not just leftist interest activist. All 

political views from left to right get SLAPPed. So it’s a full spectrum political problem. 

The majority are what you’d classified as concerned citizens about ⅔ of them are 

individuals who are speaking out. environmental and public interest group are 

targeted in about 1 quarter of all case. Interestingly enough, economic interests are 

getting slapped in about 20% of the cases. What are the injury that the SLAPPers claim 

to happen? many different claims but they are boiled down to the same thing. (1) 

defamation, liable, slander, thats a little over 50% of all cases. (2) business 

interference, interference with the contract, trespass and its about ⅓ of the cases. 

SLAPPs usually use multiple claims (3) process violations close to 20% of the cases. 

conspiracy, easy to allege but hard to prove its about 20% of the cases. SLAPPers often 

claimed their civil rights are violated. its about 17% of the cases. there are 

miscellaneous things like nuisance, theft, and causing emotional harm. I can’t say we 

didnt cover any criminal SLAPPs because defamation isnt a crime in the USA. It’s a 

growing problem in global south because many countries like Indonesia, Thailand, 

Philippines have criminal defamation.  

 

• What do fillers ask for? often, classic, millions of dollars for a speech. Second, 

injunctions like stop the speech, stop the public participation. Third, they actually ask 

for an apology.  
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• Who wins? SLAPPs are losers in court but we all know they are winners in real world. 

Close to ⅔ of all SLAPPs are dismissed by the trial court, most of the rest are dismissed 

on appeal but while almost ⅓ are over fairly quickly in a year or a year and a half, 

the average running time of a SLAPP lawsuit is 40 months or 4 years, almost. The 

individual toll, the chill, the targets are usually devastated, there is a huge legal 

expenses, stress, bankruptcy, divorce in a number of cases we found. The saddest toll 

is lost of trust in their government. I heard so many claims “I’ll never trust or i’ll never 

participate politically again or i wont even vote”. The original issue is never adequately 

addressed in SLAPP. resources are lost, others fear to speak. Many more people are 

affected by SLAPP. Court dockets are burdened, people lost their trust to the 

government, respect is lost to the court, political and legal system and lawyers. Public 

decisions are made not in the public arena but only based on private economic power. 

 

• Why did SLAPPs happen? two things to keep in mind, is to punish or prevent future 

opposition and to protect private economic interest. SLAPPers often views citizen as 

“the other”, violators dont always have bad motives and the targets dont always have 

good motives. There are cases when violators want to do something beneficial for the 

community or the country like build a school, provide medical healthcare, build a 

home for the elders but they’re unreasonably opposed by NIMBY (not in my back 

yards) targets who spread lies but the bottomline is the same. public participation and 

democracy are whats getting chill regardless of who has the bad motives. but courts 

are not the right place to solve these public problems. Dont use motive or intent as a 

test for a SLAPP in your laws because the SLAPPers would say “its not my motive to do 

that”, “I didn’t mean to do that”. you dont need motive or intent. SLAPPs are anti 

democratic because they suppressed everyone’s public participation to have faith in 

government. Violators' attorneys are a big part of the problem. Attorneys dont like to 

advise their clients what they want to do is unconstitutional. Attorneys even recommend 

SLAPPs sometimes because the attorney dont get shamed or sanctions in these cases, 

the bottomline is the violators dont care whether they lose in court. they view the loss 

as a winning strategy with a little cost or risk to them. there are hardly any penalties. 

its a cheap way to shut them up.  

 

• Why did SLAPPs work so well? It is sociology, it is because they are dispute 

transformation. They transform everything to the benefit of the SLAPP filers. First, the 

dispute, they transform from real estate development to defamation. protecting family 

farms becomes interference with business. Second, the forums, the forums are moved 

out from public arena where the dispute can be politically resolved to the traditional 

arena where only technicalities can be resolved. Third, the issue, citizens perceive 

injuries, worries and concerns about the future and transformed the whole focus 

becomes the filers claimed injuries, defamation, business interference and so on. This 

three ways transformation is SLAPPs tremendous power. 
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• Why are SLAPPs wrong? SLAPPs attack the public participation, government’s need in 

order to be legitimate. Principal 10 of the 1992 Rio Declaration is often called the 3 

pillars of environmental democratic world order. (1) public participation in decision 

making on environmental issues (2) public access to environmental information (3) 

public access to environmental justice. These pillars are supported by constitutions. 

Indonesia has a very strong legal foundation already built to support its effort to 

develop an Anti-SLAPP approach. In the Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR) in 1948, The International Convenant on Civil and Politixal Rights (ICCPR) 

which Indonesia is the signing party In the United Nations Social and Economic 

Councel has put out a statement that says: ”The introduction by corporations of actions 

to discourage individual or groups on exercising remedies for instance by alleging 

damage to corporation’s reputation should not be abused to create a chain effect on 

legitimate exercise of such remedies”  Many other authorities require the states and 

government to protect their people from SLAPPs. Great example has already been 

mentioned in Indonesian 2009 law on environmental protection and management. 

Article 66 says “everyone who fights for rights of proper living environment cannot be 

charged on a criminal or civil offense”. A beautiful foundation for Anti SLAPP program.  

 

• What can be done? How can SLAPPs be stopped? Director General Sani pointed out 

we need new ideas. First, that I’d recommend you to consider is a national action plan 

on business and human rights with both government, business and individual actors 

to investigate, to study, to document, to assess, to report and make recommendations 

on SLAPPs and make it a continuing study as california has done. Second, its new 

laws. 21st century laws. ASL (Anti-SLAPPs Laws) that clearly recognized, defined and 

prohibited lawsuits against public participation in governance. You can do this through 

legislation, we suggest this model act way back in our 1996 book and now, some 

30+ out of 51 US States have a state Anti SLAPP law. You can do it, someone has 

mentionedthrough presidential or ministerial decree. Supreme court rule, like the 

Philippines in 2010 put out rules of procedure for environmental cases for the lower 

courts. Criminal defamation, it's very worrisome. I’ll leave that to your discussion. To 

reform the defamation law and eliminate criminal liability would be a very highly 

agenda. You might consider a new regional treaty with your neighbors for protecting 

the 3 pillars. Europe has Aarhus Convention and Latin America have new Ezcazur 

Agreement that just went into effect this month. You also might want to advocate about 

laws. You might want to have a program to speak out about laws that encourage 

SLAPPs for example Indonesia’s 2020 Omnibus Law on Job Creation encourages 

SLAPPs. We need clear authority for the courts. You need expert guided dismissal. 

Third, we need a clearer authority of the court. You need expedited dismissal, you 

need to give power to a trial judge to have one thing on his/her mind when they 

discovered a SLAPP case and that is how quickly can they dismiss it. Cost recovery for 

targets, authorizing the government intervention on the side of the targets, imposing 

damages and penalties on the SLAPPers. We call it SLAPP-back and putting out a bar 
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against related claims so, SLAPPs dont get dismissed only because they have identical 

or very similar one fault of very same people against the same people. Fourth, is 

outreach. We need to open a dialogue and provide awareness and training for judges, 

legislators, government officials, attorneys, prosecutors and the public about SLAPPs. 

Another thing to think about is to reach out to business groups, supply chains and their 

lawyers and get them to commit to a clear business policy of non retaliation against 

their critics. A number of very big impressive industries has done that already, that 

operate in Indonesia and you need to get the one that comes in under the omnibus 

law to sign the same agreement. Press the government to make a price of doing 

business in your country. Also, you might want to train your citizens and lawyers on 

their rights and defenses strategy against SLAPPs. Fifth, build and expand your 

network. Anti-SLAPP network. From legal aid clinics, financial support for the victims, 

train lawyer that know how to manage SLAPPs, a lawyer that has not manage a SLAPP 

case before usually made serious mistakes we’ve talked about makes things worse, 

class action, and my more. It can be done.  

 

B. POIN PENTING 

1 There is a development for the definition of the term “SLAPP” which comes from 

just a lawsuit against petitioning for government action to any lawsuits against 

public participation, that includes a much broader type of activities. SLAPPs are 

strategic and against public participation and a SLAPP is four things:  

a. It’s a civil, criminal or administrative lawsuit or counterclaim; 

b. Against individuals, organizations, even other businesses; 

c. Because of their public participation in government through exercising their 

rights of free speech, association, assembly, etc; 

d. On an issue of public interest/public concern. 

2 Some examples of SLAPPs:  

a. Reporting a violation of law to government authorities (national, state or 

local authorities) can get you slapped.  

b. Complaining about the pollution in your community; 

c. Protesting land, very common; 

d. Criticizing government officials or business operation that’s definitely can 

provoke a SLAPP; 

e. Criticizing existing laws; 

f. Lobbying for new laws; 

g. Testifying in court or at a government’s hearing; 

h. Reporting a government’s official misconduct which proven to be true; 

i. Urging people to vote; 

j. Filing a non monetary law reform type lawsuit; 
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k. Reporting the news or social medias or phamplets, online restaurant reviews 

can get you slapped; 

l. Filing reports with government or human rights officials and frankly any 

public speech critical of business or governments or things. 

3 SLAPPers include business entities/interest, government, including but not limited 

to Police, elected officials, ministries or even tax collectors.  

4 Claims in SLAPP cases [from the most common to the least]: (1) defamation, 

liable, slander (2) business interference, interference with the contract, trespass 

(3) process violations (4) conspiracy (5) SLAPPers often claimed their civil rights 

are violated. its about 17% of the cases. SLAPP lawsuit usually uses multiple 

claims. The SLAPPers usually ask for money, injunctions, and apology. 

5  SLAPPs happened on two grounds: (1) to punish or prevent future opposition 

and (2) to protect private economic interest.  

6 Not all of the SLAPPers have bad motives. There are cases when violators want 

to do something beneficial for the community or the country but they’re 

unreasonably opposed by NIMBY (not in my backyards) target. Dont use motive 

or intent as a test for a SLAPP in your laws because the SLAPPers will dodge it by 

saying it’s not their intention to do that. 

7 SLAPPs are anti democratic because they suppressed everyone’s public 

participation to have faith in government. Violators' attorneys are a big part of 

the problem because they dont like to advise their clients what they want to do 

is unconstitutional and even recommend SLAPPs sometimes because the 

attorney dont get shamed or sanctions in these cases, they view the loss as a 

winning strategy with a little cost or risk to them. there are hardly any penalties. 

its a cheap way to shut people up.  

8 What can be done? 

a) A national action plan on business and human rights with both 

government, business and individual actors to investigate, to study, to 

document, to assess, to report and make recommendations on slapps and 

make it a continuing study; 

b) Anti-SLAPP law that clearly recognised, defined and prohibited lawsuits 

against public participation in governance. This can be done through 

legislation through presidential or ministerial decree. Supreme court rule 

(i.e. Philippines Supreme Court Rules); 
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c) To reform the defamation law and eliminate criminal liability; 

d) A regional treaty neighboring countries for protecting the 3 pillars. (i.e., 

Aarhus Convention in Europe); 

e) Educate and speak out about laws that encourage slapps; 

f) Clear authority for the courts including expert guided dismissal and the 

power to judges to quickly dismiss a SLAPP case; 

g) Cost recovery for targets, cost authorizing the government intervention on 

the side of the targets and posing damages and penalties on the slappers 

(SLAPP-back); 

h) Putting out a bar against related claims; 

i) Open a dialogue and provide awareness and training for judges, 

legislators, government officials, attorneys, prosecutors and the public 

about slapps; 

j) To reach out to business groups, supply chains and their lawyers and get 

them to commit to a clear business policy of non retaliation against their 

critics. 
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NARASUMBER:  

02.  Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M 
Pendiri ICEL, CEO IOJI, Pengajar Senior Hukum Lingkungan 
 

A. PEMBAHASAN 

• Seberapa relevan pengembangan Anti-SLAPPs di Indonesia? Sangat relevan 

perkembangan SLAPPs di Indonesia. Ini momen yang tepat untuk membahasnya. Ada 

tiga faktor penting kenapa itu penting. Pertama, sepanjang kita atau negara ini belum 

mampu mensinkronkan antaradaya dukung ekosistemnya yang merupakan 

prasyarat bagaimana kita menjaga sumber daya kita adalah dengan melindungi 

ekosistemnya. Kedua, pemanfaatan SDA menjadi suatu nilai ekonomi yang 

mendorong pertumbuhan dilakukan secara berkelanjutan. Ketiga, pendistribusian 

manfaat SDA dilakukan secara adil merata. Istilahnya adalah 3P, pertama, effective 

protection (melindungi daya dukung ekosistem sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945), 

kedua, sustainable production/sustainable use dari SDA. kalaupun mau diproduce 

dan dimanfaatkan untuk mendorong atau untuk mensejahterakan rakyat atau 

mendorong ekonomi harus ada sustainable production, dan ketiga equitable 

prosperity (bagaimana prosperity merata). Sepanjang negara tidak menselaraskan 

ketiga ini, yang ada dan terjadi malah ecological disaster. Saat ini sudah terjadi yang 

disebabkan perubahan iklim. Banjir, longsor dan puting beliung. Bahkan BNPB 

mengatakan 98% persen bencana kita dipicu oleh hydrometeorological.  

 

• Faktor kedua, gugatan SLAPPs itu atau kriminalisasi oleh SLAPP dalam arti luas akan 

terjadi dalam suatu kondisi dimana civil liberty dan rule of law yang tidak berjalan 

atau tidak efektif dan berfungsi. Coba liat contoh di US, saya kira civil liberty dan 

demokrasi sangat dijunjung tinggi. itu pun masih terjadi gugatan SLAPPs. Apalagi di 

negara yang demokrasinya masih labil dan kebebasan sipilnya tidak sepenuhnya 

terlindungi? 

 

• Faktor ketiga, literasi masyarakat terhadap lingkungan hidup terutama krisis iklim. 

Literasi inilah yang mendorong activism publik dan inilah titik dimana pihak yang 

tidak ingin ada public activism yang efektif, maka dilakukanlah SLAPP. Kalau 

indonesia belum memperbaiki ini, masih sangat relevan Anti-SLAPP. Kalaupun sudah 

diperbaiki ini masih relevan apalagi jika belum diperbaiki. Ini bisa ditake up untuk 

menjadi satu inisiatif DPR misalkan peraturan yang memberikan perlindungan pada 

pegiat publik atau pejuang HAM jadi konteksnya luas tidak hanya pejuang 

lingkungan.  Harapannya juga dapat dikeluarkan PERMA sehingga leveragenya sama 

dengan yang di filipina. 
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• Kalau anti eco-SLAPP berdasarkan UU PPLH, disuarakan pada RDP umum dengan 

beberapa organisasi lingkungan dalam penyusunan RUU PPLH yang disetujui dan 

kemudian dimanifestasikan dalam Pasal 66. Pasal 66 dipengaruhi oleh 2 hal, 

semangat untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang aktif dan bersifat hakiki. 

UU PPLH itu yang paling sarat mengakui peran serta masyarakat, meskipun dalam 

UU CK ada beberapa partisipasi masyarakat yang di takeout. Kemudian semangat 

untuk mendorong laporan dan pengaduan masyarakat sebagai sumber informasi 

penegakan hukum lingkungan. Pasal 66 memberikan imunitas terhadap orang 

dengan iktikad baik untuk memperjuangkan kepentingan lingkungan, dia tidak 

memiliki malicious intent, dia tidak memiliki mens rea dan betul-betul 

memperjuangkan ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penjelasan Pasal 

66 memberikan perlindungan untuk mencegah tindakan pembalasan, retaliasi dari 

terlapor melalui pemidanaan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan 

kemandirian peradilan. Pasal 66 ini sangat luas. SLAPP tidak hanya terbatas pada 

perdata termasuk di dalamnya pelaporan pidana, dsbnya. Pertanyaannya, apabila 

Anti-Eco SLAPP diadopsi di Indonesia apa bentuknya dan bagaimana 

pengaturannya? 

 

• Contoh kasus SLAPP di Indonesia: Dr. Rignolda vs PT NMR, H. Rudy vs. Willy 

Suhartanto, Nur Alam vs. Basuki Wasis. Dr. Rignolda ini doktor tapi aktivis lingkungan 

yang menyampaikan pernyataan pers. ia dipidanakan tetapi di tingkat kasasi 

dibebaskan. H. Rudy ini ketua paguyuban yang memperjuangkan hak atas 

lingkungan hidup. Meskipun gagal, namun kasus ini membuat Rignolda dan H. Rudy 

merasa diintimidasi, merasa dibungkam. Untuk kasus ketiga, seorang Ahli yang 

diminta negara menyampaikan kesaksian di persidangan, digugat secara perdata. 

Saya mendengar keluh kesah beliau, betapa intimidating kasus ini dan kasus ini 

digagalkan oleh pengadilan. Saya kira walaupun belum ada prosedurnya di 

Indonesia, saya sangat menghargai inisiatif dari pengadilan punya kepekaan bahwa 

ini adalah abusive lawsuit or prosecution sehingga tidak sedikit kasus yang 

dibebaskan di pengadilan. 

 

• Anti eco-SLAPP ini selalu berkaitan dengan HAM dan peran serta masyarakat. Melihat 

perkembangan eco-SLAPP di berbagai negara, pengembangan kebijakan anti eco-

SLAPP selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum warga negara maupun 

kelompok masyarakat untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran sertanya itu 

dimanifestasikan melalui pelaporan, gugatan, kesaksian di pengadilan, advokasi 

media, unjuk rasa secara damai, protes warga masyarakat, dengar pendapat dengan 

institusi publik/pejabat publik pun itu sangat rentan untuk diSLAPP. Praktik penerapan 
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anti eco-SLAPP khusus untuk lingkungan di negara lain selalu dikaitkan perlindungan 

warga negara yang memperjuangkan HAM antara lain freedom of speech, freedom 

of expression, hak untuk menyampaikan pengaduan, keberatan pada persoalan yang 

bersangkutan dengan dirinya atau masyarakat umum lainnya. 

 

• Kita bersyukur secara konstitusional indonesia menjamin partisipasi publik sebagai 

salah satu hak asasi misalkan Pasal 28C ayat (2) yang menjamin hak untuk 

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, Pasal 28F 

berkomunikasi, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada, dan Pasal 28G ayat 

(1) UUD 1945 yang memuat hak masyarakat atas rasa amanm perlindungan dari 

ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi. Jadi constitutional rights sudah hadir dan bisa dijadikan sebagai basis untuk 

dilakukan perlindungan hukum terhadap pejuang atau pegiat hak asasi manusia, 

termasuk pejuang dan pegiat lingkungan hidup Kalau kita lihat peran serta 

masyarakat dalam UUPPLH, Pasal 65 dan 70 menurut saya adalah pilar 

perlindungan yang sangat penting menurut saya. Dalam UU PPLH ada sekitar 15 

Pasal yang terkait dengan peran serta masyarakat. Hal ini dimaksudkan 

mengembangkan peran serta masyarakat yang bersifat hakiki, genuine, memiliki 

daya pengaruh yang influensial terhadap proses pengambilan keputusan. 

Berdasarkan teori Arnstein (1969), peran serta yang dimaksudkan UU ini adalah 

peran serta masyarakat dalam kategori degree of citizen power. Kemudian Pasal 70 

ayat (1) dan (2) jelas merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap pilar-pilar 

perlindungan kepada pegiat HAM dan pejuang lingkungan hidup. 

 

• Di California, Anti-SLAPP striker (orang yang menolak gugatan SLAPP) harus 

membuktikan bahwa ia digugat berdasarkan perbuatan yang berkaitan dengan 

person’s right of petition atau free speech yang dijamin konstitusi. Ada 4 kategori 

kebebasan berpendapat dalam kaitannya dengan kepentingan umum berdasarkan 

California Civil Procedures Code Pasal 425.16 Tahun 2019 yaitu: 1) pernyataan yang 

dibuat/disampaikan di hadapan legislatif, eksekutif atau proses peradilan 2) 

pernyataan yang dibuat dalam kaitannya dengan isu yang sedang dalam 

pertimbangan/proses 3) pernyataan yang dibuat di tempat terbuka di hadapan publik 

atau di depan forum publik berkaitan dengan isu kepentingan publik (public interest) 

4) perbuatan-perbuatan lain dalam mendorong/memperjuangkan kebebasan 

berpendapat/petition rights dalam kaitannya dengan isu-isu publik atau kepentingan 

publik. Dalam praktiknya, Peradilan California mempertimbangkan beberapa faktor 

untuk menetapkan suatu pernyataan mengandung kepentingan publik atau bukan, 

yaitu: 1) pernyataan tersebut terkait individu/badan dalam ranah publik 2) 

pernyataan tersebut terkait dengan perbuatan yang berdampak pada kepentingan 

orang banyak, melampaui direct participants 3) pernyataan yang berkontribusi pada 

perdebatan tentang topik yang terkait dengan kepentingan publik yang sangat luas. 
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Putusan Pengadilan California pada 2003 (kasus Rivero v. American Federation of 

State) menyatakan laporan, komentar yang terkait dengan isu politik, ekonomi, sosial 

yang kontroversial di tingkat lokal maupun internasional masuk dalam kualifikasi 

kepentingan publik.  

 

• Dismissal dan SLAPP-back (judicial cures) dapat dilakukan early dismissal (motion to 

strike) di mana memperbolehkan tergugat untuk menyampaikan motion to strike 

(permintaan dari pihak tergugat dalam proses peradilan Amerika Serikat meminta 

kepada presiding judge untuk memerintahkan mencabut seluruh laporan/gugatan 

dari pihak lainnya) yang diperiksa dalam 30 hari. Selama periode itu semua proses 

gugatan ditunda sampai pengadilan memutus motion to strike tersebut. Kemudian, 

SLAPP-back yang memberikan kesempatan kepada tergugat yang berhasil 

membuktikan bahwa gugatan penggugat mengancam atau membungkam tergugat 

untuk mengajukan SLAPP-Back (countersue) yaitu tergugat dapat menggugat balik 

penggugat untuk membayar biaya pengacara dan biaya-biaya lainnya. 

 

• Kriteria penerapan anti-SLAPP harus melalui 3 tes yaitu: 1) komunikasi, suatu 

perbuatan termasuk di dalamnya advokasi publik, komunikasi dengan pemerintah 

baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk kesaksian, surat, pelaporan, 

unjuk rasa secara damai, petisi 2) forum, bagaimana cara mengkomunikasikan. 

forum yan ditempuh harus mencakup semua badan pemerintah baik badan federal 

negara bagian maupun lokal, legislatiif, eksekutif, dan pengadilan maupun pejabat-

pejabat yang dipilih oleh rakyat. 3) prevention and cure: perlu adanya early review 

yang efektif oleh pengadilan terhadap gugatan SLAPP yang diajukan dan 

memberlakukan beban pembuktian kepada yang mengajukan gugatan. Kedua hal 

ini berfungsi menjadi warning bagi penggugat potensial SLAPP di masa mendatang 

untuk tidak sewenang-wenang melakukan abusive lawsuit.  

 

• Pemikiran tentang pengaturan anti-slapp: 1) penetapan definisi SLAPP dan anti-SLAPP 

2) imunitas bagi anti-SLAPP striker (elemen komunikasi dan elemen forum) kita bisa 

melakukan kajian apa yang mendasari gugatan SLAPP 3) applicability (gugatan 

SLAPP dan kriminalisasi). Dalam konteks Indonesia, hakim dapat menolak 

berdasarkan kriteria (a) hak asasi yang diatur konstitusi, (b) hak berperan serta dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (c) kriteria komunikasi dan forum. 

Pasal 191 ayat (1) dan (2), Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dan ketiadaan malicious intent 

dapat dijadikan landasan untuk menangkal abusive prosecution dengan 

mengaitkannya ke Pasal 66. 4) judicial prevention and judicial cure-early review, 

dibuka kemungkinan motion to strike, beban pembuktian pada penggugat, dan 

memberikan warning bagi abusive litigation. 5) memerlukan mekanisme early review, 

bersifat cepat dan ringkas sehingga memberikan perlindungan hukum melalui 

prosedur anti-SLAPP ini 6) penggantian biaya untuk korban 7) penyediaan dana 

bantuan hukum 8) hukuman dalam bentuk punitive or exemplary damages terhadap 
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bentuk-bentuk intimidasi hukum melalui SLAPP untuk meredam abusive lawsuit di 

kemudian hari. 

• 1) the right to public participation; 2) early dismissal mechanism, kalau tidak ada 

bahwa UU tidak akan memberikan perlindungan efektif; 3) SLAPP disinsentive, perlu 

pengaturan disinsetif bagi mereka yang memanfaatkan jalur hukum untuk intimidasi. 

ada remedies yang dibebankan pada penggugat untuk membayar ganti kerugian.  

• Peningkatan kapasitas hakim diperlukan agar mampu berperan aktif dalam 

penanganan gugatan SLAPP dan judicial activism karena tidak hanya bersifat teknis 

hukum tetapi membutuhkan pemahaman politik, sosial, dsbnya. Perlu adanya 

resource center yang menterjemahkan berbagai undang-undang Anti-SLAPP di 

seluruh dunia dan putusan-putusan pengadilan yang penting. 

 

B. POIN PENTING 

1 Tiga faktor penting mengapa SLAPP relevan di Indonesia: 

a) Effective protection (melindungi daya dukung ekosistem sesuai mandate 

Pasal 33 UUD 1945), sustainable production/sustainable use dari SDA. 

Kalaupun mau diproduce dan dimanfaatkan untuk mendorong atau untuk 

mensejahterakan rakyat atau mendorong ekonomi, dan ketiga equitable 

prosperity (bagaimana prosperity merata); 

b) Gugatan slapps atau kriminalisasi oleh SLAPP dalam arti luas akan terjadi 

dalam suatu kondisi dimana civil liberty dan rule of law yang tidak berjalan 

atau tidak efektif dan berfungsi; 

c) Literasi masyarakat terhadap lingkungan hidup terutama krisis iklim yang 

mendorong activism publik. 

2 Ada 4 kategori kebebasan berpendapat dalam kaitannya dengan kepentingan 

umum berdasarkan California Civil Procedures Code Pasal 425.16 Tahun 2019 

yaitu: 

a) Pernyataan yang dibuat/disampaikan di hadapan legislatif, eksekutif atau 

proses peradilan; 

b) Pernyataan yang dibuat dalam kaitannya dengan isu yang sedang dalam 

pertimbangan/proses; 

c) Pernyataan yang dibuat di tempat terbuka di hadapan publik atau di 

depan forum publik berkaitan dengan isu kepentingan publik (public 

interest); 

d) Perbuatan-perbuatan lain dalam mendorong/memperjuangkan 

kebebasan berpendapat/petition rights dalam kaitannya dengan isu-isu 

publik atau kepentingan publik. 
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3 Peradilan California mempertimbangkan beberapa faktor untuk menetapkan 

suatu pernyataan mengandung kepentingan publik atau bukan, yaitu:  

a) Pernyataan tersebut terkait individu/badan dalam ranah public; 

b) Pernyataan tersebut terkait dengan perbuatan yang berdampak pada 

kepentingan orang banyak, melampaui direct participants; 

c) Pernyataan yang berkontribusi pada perdebatan tentang topik yang terkait 

dengan kepentingan publik yang sangat luas (rujukan ke kasus rivero v. 

American federation of state) 

4 Masukan bagi pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia: 

1) Penetapan definisi SLAPP dan anti-SLAPP 

2) Imunitas bagi anti-SLAPP striker (elemen komunikasi dan elemen forum) 

kita bisa melakukan kajian apa yang mendasari gugatan SLAPP 

3) Applicability (gugatan SLAPP dan kriminalisasi). Dalam konteks Indonesia, 

hakim dapat menolak berdasarkan kriteria (a) hak asasi yang diatur 

konstitusi, (b) hak berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (c) kriteria komunikasi dan forum. Pasal 191 ayat (1) 

dan (2), Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dan ketiadaan malicious intent dapat 

dijadikan landasan untuk menangkal abusive prosecution dengan 

mengaitkannya ke Pasal 66.  

4) Judicial prevention and judicial cure-early review, dibuka kemungkinan 

motion to strike, beban pembuktian pada penggugat, dan memberikan 

warning bagi abusive litigation. 

5) Memerlukan mekanisme early review, bersifat cepat dan ringkas sehingga 

memberikan perlindungan hukum melalui prosedur anti-SLAPP ini 

6) Penggantian biaya untuk korban 

7) Penyediaan dana bantuan hokum 

8) Hukuman dalam bentuk punitive or exemplary damages terhadap bentuk-

bentuk intimidasi hukum melalui SLAPP untuk meredam abusive lawsuit di 

kemudian hari. 

9) Peningkatan kapasitas hakim diperlukan agar mampu berperan aktif 

dalam penanganan gugatan SLAPP dan judicial activism karena tidak 

hanya bersifat teknis hukum tetapi membutuhkan pemahaman politik, 

sosial, dsbnya. Perlu adanya resource center yang menterjemahkan 

berbagai undang-undang Anti-SLAPP di seluruh dunia dan putusan-

putusan pengadilan yang penting. 
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PENANGGAP: 

01.  Nani Indrawati, S.H., M. Hum 
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya 

 

A. PEMBAHASAN 

• Upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia yang mengatur soal anti-slapp di Pasal 

66 UUPPLH tetapi kasus pertama sudah muncul sejak tahun 2004. Bahwa kita secara 

konstitusi telah cukup kuat dan konstitusi menjamin semua warga memiliki hak atas 

LH. ditambah pasal-pasal lain dalam UUD 1945. Hak untuk menyatakan pendpat 

diatur UUD dan UU HAM. UUPPLH juga diatur pasal 65 dan 70 UUPPLH.  

 

• Pengaturan anti-SLAPP ini hanya ada di dalam satu pasal tidak hanya mencakup 

perdata, tetapi juga pidana (kriminalisasi). Untuk memberikan pedoman, MA RI 

mengeluarkan SKK MA 36/2013 yang mendefinisikan Pasal 66 UUPPLH merupakann 

pengaturan tentang Anti-SLAPP. Banyak hakim senior yang belum tahu. Anti-SLAPP 

adalah perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup. disebutkan pula untuk 

memutuskan sebagaimana pasal 66 UUPPLH, gugatan penggugat atau pelaporan 

tindak pidana merupakan SLAPP dapat diajukan dalam provisi, eksepsi maupun 

rekonpensi dan/atau pembelaan dalam perkara pidana dan harus diputuskan lebih 

dahulu dalam putusan sela. Dalam beberapa putusan, terdapat beberapa yang telah 

menyebutkan mengenai SLAPP yang ditanggapi penuntut umum Dari kasus SLAPP 

yang saya teliti, belum ada yang memuaskan misalkan adanya motion to strike. Salah 

satu kasus ada di PN Indramayu. 

 

• Tidak ada definisi SLAPP dan Anti-SLAPP, definisi objek SLAPP atau siapa yang 

dimaksud dengan pejuang lingkungan? Apa sih ciri-ciri gugatan penggugat atau 

laporan pidana itu suatu SLAPP? Paling utama adalah bagaimana prosedur untuk 

mencegah SLAPP sebagaimana prosedur hukum motion to strike seperti Amerika, 

Filipina dan Kanada. Ada sistem civil law yang menganut motion to strike seperti 

common law sehingga kita bisa mengimplementasikannya.  

 

• Peradilan umum tidak memiliki motion to strike tidak seperti TUN. Dasar dalil 

gugatannya biasanya menggunakan 1365 KUHPer kalau pidana Pasal 310 KUHP. 

Oleh karena bukan perkara LH, tidak ada tanda “LH” sebagaimana perintah SKK MA 

37/2015 sehingga perkara ini tidak ditangani oleh hakim yang tersertifikasi hakim 

lingkungan sedangkan yang memahami mengenai SLAPP adalah hakim yang 

mengikuti sertifikasi hakim lingkungan. Kemudian di negara yang mengatur anti-

SLAPP mengatur pula tentang SLAPP-back, hal itu sulit dikabulkan karena HIR/RBG 

tidak ada kewajiban untuk para pihak didampingi oleh penasihat hukum. Demikian 
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pula dalam KUHAP, tadi Mas Achmad Santosa menyatakan bagaimana kalau diatur, 

KUHAP juga mengatur secara ketat eksepsi diputus dalam putusan sela dan apa saja 

yang harus diatur dalam eksepsi. Idealnya harus ada Undang-Undang sehingga bisa 

menjadi lex specialis. MA bisa mengeluarkan PERMA seperti di Filipina. Sambil 

menunggu, MA RI telah menugaskan untuk merevisi SKK MA 36/2013. Untuk Anti-

SLAPP, bisa merevisi UUPPLH dengan mengatur lebih detil mengenai Anti-SLAPP. Ada 

beberapa hal yang harus dilakukan namun perlu dimasukan pula dalam suatu bentuk 

regulasi. Tidak ada yang dihentikan dalam putusan sela, pasti di putusan akhir. 

Sementara bisa dimasukan PERMA karena berlaku secara eksternal. Perma memiliki 

dasar hukum yakni dalam UU No. 12 tahun 2011 yang kemudian diubah dengan 

UU No. 15 tahun 2019. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) diatur bahwa dalam keadaan 

kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung diberikan suatu kewenang untuk dapat 

membuat Perma. Selama menunggu Perma, kami tengah membuat suatu pedoman 

bagi hakim untuk mengatur tidak hanya terkait SLAPP, namun juga Citizen Law Suit 

yang tidak secara khusus diatus dalam UU kita. SK dalam gradasi peraturan 

perundang-undangan posisinya jauh dibawah UU sehingga tidak bisa menjadi lex 

specialis. Sementara HIR atau RBG tingkatnya setara undang-undanag, sehingga 

penjatuhan putusan sela oleh hakim hanya berani atas dasar eksepsi yang 

menyangkut tentang kewenangan atau mengenai kompetensi absolut. Hal ini yang 

mengekang hakim. Artinya SK ini gradasinya jauh dibawah apabila berhadapan 

dengan suatu undang undang. 

 

• Kemudian terkait dengan judicial activism, umumnya hanya untuk hukum materi, 

karena tidak bisa menabrak hukum formal/hukum acara. 

 

• Saya sudah membaca draf permenLH sangat bagus namun itu masih berbeda 

dengan apa yang kita maksud di dalam Pasal 66 UUPPLH. Permen tersebut masih 

berlaku untuk melindungi saksi dan korban, sementara kita memerlukan bagaimana 

cara untuk menghentikan prosedur secara cepat. 

 

B. POIN PENTING 

1 Gugatan penggugat atau pelaporan tindak pidana merupakan SLAPP dapat 

diajukan dalam provisi, eksepsi maupun rekonpensi dan/atau pembelaan 

dalam perkara pidana dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela. 

Dalam beberapa putusan, terdapat beberapa yang telah menyebutkan 

mengenai SLAPP yang ditanggapi penuntut umum. Dari kasus SLAPP yang saya 

teliti, belum ada yang memuaskan misalkan adanya motion to strike. Salah satu 

kasus SLAPP ada di PN Indramayu. 
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2 Terdapat kelemahan dalam perkara SLAPP yakni: 

a. Tidak ada definisi SLAPP dan Anti-SLAPP; 

b. Tidak ada definisi objek SLAPP atau definisi pejuang lingkungan; 

c. Tidak ada ciri-ciri khas gugatan SLAPP; 

d. Belum ada ketentuan motion to strike; 

e. Judicial activism hanya bisa dilakukan untuk materil bukan formil 

sedangkan ketentuan eksepsi diatur secara ketat. 

3 Peradilan umum tidak memiliki motion to strike tidak seperti TUN. Dasar dalil 

gugatannya biasanya menggunakan 1365 KUHPer kalau pidana Pasal 310 

KUHP. Oleh karena bukan perkara LH, tidak ada tanda “LH” sebagaimana 

perintah SKK MA 37/2015 sehingga perkara ini tidak ditangani oleh hakim 

yang tersertifikasi hakim lingkungan sedangkan yang memahami mengenai 

SLAPP adalah hakim yang mengikuti sertifikasi hakim lingkungan. 

4 SLAPP-back sulit diterapkan karena HIR/RBG tidak ada kewajiban untuk para 

pihak didampingi oleh penasihat hukum. Demikian pula dalam KUHAP (untuk 

meminta biaya pengacara, dsb). 

5 Motion to strike dalam peradilan umum terkendala pada materi muatan eksepsi 

yang diatur secara ketat oleh KUHAP.  

6 Rekomendasi:  

a. Mengeluarkan PERMA mengenai Anti-SLAPP; 

b. Melakukan revisi terhadap SKK MA 36/2013, UUPPLH untuk 

menambahkan ketentuan lebih detil mengenai SLAPP. 
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PENANGGAP: 

02.  Narendra Jatna, S.H., LL.M 
Asisten Khusus Jaksa Agung RI 

 

A. PEMBAHASAN 

• Kata kunci di pasal 66 UUPPLH adalah yang beriktikad baik, tapi di pasalnya kok 

gaada ya? Di mata saya ini memang ada kesan untuk masalah lingkungan hidup 

ada kekhususan. Namun saya mencoba untuk melihat gambaran yang lebih besar. 

Inikan ada korban atau pelapor yang sebenarnya perlu kita lindungi dalam konteks 

adanya pemidanaan atau gugatan perdata yang kata Mas Ota adalah tindakan 

retaliasi. Catatan saya, kok Pasal 66 hal yang penting untuk membedakan dengan 

orang yang membuat laporan asal-asalan yakni iktikad baik kok tidak tercantum?  

Apakah ada pengaturan lain yang mirip dengan Pasal 66 atau lebih luas yang 

mengatur mengenai iktikad baik ini? 

 

• Hingga saat ini belum ada PP. Termasuk yang penerapan dari MA RI contoh-

contohnya gak ada bahkan kalau saya selama berdinas di satgas tidak ada isu-isu 

Anti-SLAPP. Sebetulnya ada apa? apakah ada mekanisme yang membuat kita tidak 

aware kalau ini suatu SLAPP yang dilakukan sebagai retaliasi? 

 

• Apakah pasal 66 UUPPLH imunitas? Ada perdebatan apakah imunitas boleh atau 

tidak? ternyata imunitas sejenis ini diatur pula misalkan dalam UU Advokat dan UU 

2/2020 jo. Perpu 1/2020. Namun di kedua pengaturan tersebut tercantum “iktikad 

baik” sedangkan dalam Pasal 66 belum tercantum. Apakah kemudian dapat 

dimaknai tidak perlu dibuktikan juga iktikad baiknya. Padahal iktikad baik ini penting 

ya karena untuk membedakan bahwa jangan-jangan dia punya iktikad buruk atau 

orang-orang yang punya niat lain. Belum lagi kalau tadi ada iktikad buruk, itukan 

satu langkah lagi untuk dianggap punya niat dalam arti jahat. adanya willens dan 

wettens karena fabrikasi, nuduh-nuduh karena ada keuntungan lain yang tidak sah 

yang ingin ia dapatkan. itu bisa kena pidana. Jadi betul batasan tentang iktikad baik 

itu menjadi suatu yang penting. 

 

• Catatan saya juga, ada pertanyaan tentang bagaimana terkait dengan ranah 

pidana? yang paling deg-degan bikin laporan ada upaya paksa dan penyidikan 

jaksa tidak perlu tahu di Indonesia dan tidak perlu perintah pengadilan. Penyidikan 

merupakan kewenangan subjektif dan objektif penyidik. Apakah kita masih perlu 

mempertahankan mekanisme penahanan seperti di KUHAP? dimana jaksa tidak tahu 

dan hakim tidak paham. Padahal intimidasi yang paling besar ada di penyidikan dan 

kewenangan ini tidak bisa di-challenge. Jadi sepanjang penyidik menindaklanjuti, 
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jaksa dan hakim tidak tahu dan bisa jadi membuat laporan yang lain. Yang diterima 

jaksa hanya berkasnya saja dan tidak tahu apakah seharusnya dikenakan anti-SLAPP. 

Sama juga di perdata tadi, karena tidak ada kodenya jadi tidak tahu apakah itu SLAPP 

atau bukan. Hakim juga tidak boleh menolak perkara jadi agak repot. Ini juga 

pengamatan saya ya, tidak ilmiah-ilmiah amat. Kenapa di Indonesia lebih gampang 

pidana? karena due process itu belum penting-penting banget karena sistem kita 

lebih kepada penyidik lebih dominan sehingga di Indonesia berbeda. Mungkin kalau 

di Amerika Serikat orang lebih deg-degan karena digugat yang nilai gugatannya 

sangat tinggi walaupun betul juga perlu dipikirkan mengenai SLAPP-backnya. Tapi, 

di Indonesia hakim tidak boleh menolak perkara. Kalau memang kondisi ini ada 

kenapa tidak muncul di permukaan? Advokatnya kalau begitu kurang mengiklankan 

soal SLAPP ini. Harusnya ini bisa muncul di eksepsi atau pelimpahan tahap II dengan 

mengatakan bahwa ini adalah korban SLAPP. Kalau muncul bisa dipertimbangkan 

bisa lanjut atau tidak. Mungkin advokasinya kurang. Tapi balik lagi kecenderungan 

di Indonesia lebih kepada pidana karena lebih mudah sehingga saya berpikir Pidana 

ini muncul karena kegagalan hukum acara perdata. Orang tidak puas dengan 

perdata, panjang jadi pidana saja karena bikin kapoknya lebih cepat. Kalau di 

Amerika, pidana sulit karena due process lebih ketat. 

 

• Ada hal mendasar di sini, penyidikan tidak ada check and balances, sepenuhnya 

kewenangan penyidik. Jaksa tidak paham itu. kalau di Perancis untuk menentukan 

penahanan diexercise dulu. 

 

• Apakah penting ada pengaturan SLAPP? Dikhawatirkan nanti ada moral hazard 

karena tidak ada yang mau menjadi saksi atau membuat pelaporan. Apakah perlu 

namanya harus Anti-SLAPP dulu? Apa ketentuan lain tidak memerlukan ini? Kalau 

takut ketahuan bisa pakai mekanisme whistleblower bisa dimaksimalkan bagi mereka 

yang takut digugat atau dipidana. Ini juga bisa diadvokasikan sebagai mekanisme 

paralel. Ada juga perlindungan yang lebih generik di UU Perlindungan Saksi dan 

Korban (Pasal 10 UU No. 31/2014). Ini isinya sama dan ada ketentuan iktikad baik. 

Kalau ini sifatnya generik, kita bisa rumuskan ketentuan Anti-SLAPP. Ini lebih luas dan 

tidak berlaku untuk lingkungan hidup saja. Di samping itu penting ada hukum 

acaranya seperti SLAPP-back, jangan sembarangan sehingga ada keseimbangan. Ini 

juga mekanisme yang sangat baik (SLAPP-back). 

 

• Bahwa mekanisme hukum acara pidana dan perdata perlu dikembangkan dengan 

catatan advokasinya belom muncul ke permukaan. Perlu ada sinergi antara penyidik, 

jaksa, hakim dan advokat dan reformasi peradilan pidana dan perdata sehingga bisa 

mencakup lebih luas dan meningkatkan partisipasi masyarakat 
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B. POIN PENTING 

1 Diperlukan pencantuman “iktikad baik” dalam pengaturan Anti-SLAPP karena 

penting untuk membedakan laporan Anti- SLAPP dengan laporan yang asal-

asalan. 

2 Advokat kurang mengadvokasikan mengenai SLAPP dalam eksepsi atau 

pelimpahan tahap II sehingga perlu dicantumkan bahwa ini merupakan kasus 

SLAPP agar dipertimbangkan. 

3 Sistem kita yang masih menitikberatkan penyidikan menjadi sepenuhnya 

kewenangan penyidik sehingga jaksa dan hakim tidak mengetahui mengenai 

perkara mempersulit identifikasi kasus-kasus SLAPP. Perlu ada pembaharuan 

sistem hukum acara pidana dan perdata serya perlu ada sinergi antara 

penyidik, jaksa, hakim dan advokat dan reformasi peradilan pidana dan 

perdata sehingga bisa mencakup lebih luas dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat. 

4 Pemidanaan lebih banyak dilakukan dibanding Indonesia salah satunya karena 

kegagalan sistem hukum acara perdata seperti proses yang berbelit-belit dan 

panjang. 

5 Bisa memaksimalkan sistem whistleblower dan menyusun ketentuan Anti-SLAPP 

dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 10 UU No. 31/2014) karena 

ruang lingkupnya lebih luas dan juga telah mengatur mengenai iktikad baik. 
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01. DISKUSI I 
Tertuju: Prof. George (Rock) Pring 

 

1.1 PERTANYAAN 

• Related to Anti-SLAPP in US, I want to know whether the Anti-SLAPP law classifies 

as a federal law or is it not? Because if it’s not, then its hard to determine whether 

the concept of Anti-SLAPP law adopted on states law is coherently inline with the 

principle 

• Why did the Washington and Minnesota Anti-SLAPP statues were declared 

unconstitutional? 

• With regard to the SLAPP-Back, apakah SLAPP-back itu ada di dalam motion to 

strike atau gugatan sendiri? 

 

 

1.2 TANGGAPAN 

• We have different relationship between our national government and the states than 

countries with national and provincial government. Our states are basically foreign 

with national government. Our states are very powerful. So the answer is -good 

question- No, there’s not yet any federal law. There is one or actually two that 

introduce and they are very good anti-SLAPP laws for the national level but they 

have not gone anywhere in our dysfunctional congress. States have a perfect right 

and the united states have the power to adopt court laws controlling their states and 

expect the federal courts to respect and follow those laws. It would be better if we 

had one single national law, it may happen under new administration. But in the 

mean time the state laws are generally being upheld and followed by the federal 

court. 

 

• I tried to remember whether they were declared unconstitutional under state 

constitutional or federal constitutional ground. So I would have passed on that. 

 

• A SLAPP-back is a separate lawsuit that your laws should recognize as a legitimate 

one after the original SLAPP dismissed. Some people/attorneys who have not done 

slapps will file an answer and reveal they fail to counterclaim against the slapper.  

A slappback is typically a lawsuit after the successful conclusion for the victim or 

after the dismissal of the SLAPP lawsuit 
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1.3 POIN PENTING 

 

1 

 

A SLAPP-back is a separate lawsuit that your laws should recognize as a legitimate 

one after the original SLAPP dismissed. 
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02.   DISKUSI II 
Tertuju: Seluruh Narasumber 

 

2.1 PERTANYAAN 

• Bagaimanakah pendapat bapak/ibu narasumber terkait dengan harmonisasi 

kepentingan di antara peraturan perundang-undangan yang memuat Anti-SLAPP 

yang mungkin bisa diharmonisasikan dengan kebebasan berpendapat dan 

berekspresi sebagaimana diatur dalam UU ITE? 

• Apakah ada strategi SLAPP yang unik di Indonesia? 

 

2.2 TANGGAPAN 

Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M: 

• Kita perlu mengkaji pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tertentu yang 

mana yang bisa digunakan sebagai dasar SLAPP. KUHP banyak dan sekarang juga 

ada ITE. Menurut saya mungkin, kita perlu juga mengidentifikasi peraturan 

perundang-undangan yang menjadi prioritas prolegnas dimana saja kita 

memasukan pasal-pasal terkait anti-SLAPP apakah di hukum acara perdata 

pengganti HIR atau undang-undang lainnya. Jujur, saya merasa tidak mudah 

mengadvokasi suatu UU yang khusus untuk memberikan perlindungan hukum bagi 

pegiat atau pejuang HAM termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Saya kira masyarakat sipil post-reformasi, pada saat kita mengadvokasi UU 

freedom of information law sekarang menjadi keterbukaan informasi publik. Kita 

juga tidak menyangka yang kita perjuangkan yang “ditangkap dan dibeli” oleh 

eksekutif dan legislatif yang lobinya adalah lobi masyarakat sipil. Itu bisa terjadi. 

Mungkin yang paling penting sekarang kita lebih banyak menghadirkan ahli ke 

Indonesia dan berbicara dengan parlemen dan eksekutif dan itu semua 

ditempatkan dalam konteks HAM. Jadi jangan ditempatkan hanya dalam Eco-

SLAPP karena UU KIP kenapa begitu kompak karena lintas pembidangan walaupun 

ICEL menjadi frontier namun itu juga melibatkan banyak pihak. 

 

 

• Kedua, ingin merespons Pak Narendra, bagaimana mengukur iktikad baik dalam 

SLAPP? Sebetulnya orang yang digugat atau dituntut adalah orang yang 

seharusnya dilindungi karena iktikad baik. Ada tiga kriteria, ini perlu terkait dengan 

pasal-pasal dengan konstitusi terkait hak asasi khususnya kebebasan berpendapat, 

melakukan informasi, dan juga environmental rights dan UUPPLH sudah mengatur 
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jelas. Kedua, kriteria komunikasi yakni cara untuk mengexercise hak-hak tersebut. 

Ketiga adalah forum atau institusi atau tempat dimana komunikasi ditransmit atau 

disampaikan. Tiga hal itu apalagi dikatakan pejuang lingkungan, yang namanya 

pejuang pasti beriktikad baik sehingga iktikad baik tidak perlu secara eksplisit 

ditulis dan dengan tiga kriteria tersebut dia sudah harus dilindungi dan 

diperbolehkan motion to strike. 

 

Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M: 

• Acara ini menjadi pemikiran selain revisi SK mungkin juga PERMA untuk 

memperjelas mengenai SLAPP. Misalkan di eksepsi hakim bisa melihat itu SLAPP 

sehingga cost bagi penggugat atau terdakwa nanti bisa jadi lebih kecil. Ini juga 

menjadi ide pengaturan hukum acara misalkan hukum acara cepat. Ini juga 

tergantung rapim karena harusnya ini level undang-undang tapi karena lama 

maka pakai PERMA. 

 

2.3 POIN PENTING 

1 Perlu mengkaji pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tertentu yang 

mana yang bisa digunakan sebagai dasar SLAPP (i.e., KUHAP, ITE), perlu juga 

mengkaji undang-undang mana yang bisa dimasukan pasal-pasal mengenai 

Anti-SLAPP (i.e., Pengganti HIR). 

2 Banyak menghadirkan ahli ke Indonesia dan berbicara dengan parlemen dan 

eksekutif dan semua dialog ditempatkan dalam konteks HAM 

3 Orang yang digugat atau dituntut dalam SLAPP adalah orang yang seharusnya 

dilindungi karena iktikad baik oleh karena itu tidak perlu secara eksplisit ditulis. 

Tiga kriteria iktikad baik: 

a. Perlu terkait dengan pasal-pasal dengan konstitusi terkait hak asasi khususnya 

kebebasan berpendapat, melakukan informasi, dan juga environmental rights; 

b. Kriteria komunikasi (bagaimana seseorang melaksanakan hak); 

c. Kriteria forum (tempat dimana komunikasi di sampaikan). 

4 Mendorong PERMA untuk memperjelas mengenai SLAPP. Misalkan di eksepsi 

hakim bisa melihat itu SLAPP sehingga cost bagi penggugat atau terdakwa nanti 

bisa jadi lebih kecil atau menggunakan hukum acara cepat. 
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03.   DISKUSI III 
Tertuju: Prof. George (Rock) Pring & Nani Indrawati, S.H., M.HUM 

 

3.1 PERTANYAAN 

• Apakah tidak memungkinkan SLAPP-back diajukan pada saat motion to strike? 

Jadi berhenti kemudian hakim menjatuhkan biaya perkara, fee lawyer, dan 

lainnya.  

 

3.2 TANGGAPAN 

Prof. George (Rock) Pring: 

• I can answer very quickly. Your honor has a very complex question. I recommend 

SLAPP-back to be done only after you win the SLAPP otherwise the judges will say 

“I’m gonna let you both go” and the chill continues. As a judge, you want to stop the 

chill as quickly as you can with your laws. SLAPP-back, if you can, you can bring it 

up at the motion to strike but its doesnt do your law good. I've never seen one go 

forward successfully if it’s announced too soon. I’d suggest that you consider starting 

with a mending judges’ power to strike or dismiss. I wouldn’t wait for 30 days 

because it can go downhill. 

 

3.3 POIN PENTING 

1 SLAPP-back should be done after the original SLAPP case is dismissed  

2 Anti-SLAPP reform can be done through mending judges’ power to strike or dismiss 

a SLAPP case.  
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01. CLOSING REMAKS & KESIMPULAN  
 

• Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M: 

Harus memulai pembicaraan dengan teman-teman DPR. Tentu saja inisiatif LHK bisa 

berkoordinasi dengan Kapolri dan pimpinan kejaksaan agar korban-korban eco 

SLAPP tidak banyak dan tidak terulang kembali. Kalau bisa ada satu kebijakan tertulis 

antara ketiganya. Jadi jangan permenLHK saja karena tidak akan efisien. Kalau ada 

tiga itu ini bisa jadi interim solutions. Saya apresiasi MA RI kalau ingin take up ini 

menjadi PERMA. 

• Moderator: 

Penting adanya penguatan regulasi dan kebijakan. Harapan terbesar tadi ada di 

level undang-undang yakni undang-undang anti-slapp dan saat ini juga sudah 

digagas oleh klhk terkait dengan rancangan permenlhk namun perlu juga didorong 

atau didukung dengan penguatan ekosistem lain pembenahan kuhap misalnya, 

perma tadi juga telah disampaikan sehingga ada kebijakan bersama antara klhk, 

kejaksaan agung dan kapolri. Penting juga untuk mencari beberapa solusi bagi 

pelaksanaan anti-slapp utamanya sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga 

tahap pembuktian di pengadilan. 

 

02.   POIN PENTING  

1 Perlu memulai pembicaraan dengan DPR. KLHK dapat inisiatif berkoordinasi 

dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung. Baiknya ada satu kebijakan tertulis antara 

ketiganya dan didukung dengan penerbitan PERMA oleh MA RI. 

2 Perlu adanya penguatan regulasi dan kebijakan yang didukung penguatan 

ekosistem lain seperti pembaharuan KUHAP, penerbitan PERMA mengenai Anti-

SLAPP, dan kebijakan serta sinkronisasi antar lembaga. Penting juga untuk 

mencari solusi pelaksanaan anti-SLAPP utamanya sejak tahap penyidikan, 

penuntutan, hingga tahap pembuktian di pengadilan. 
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